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: a. bahwa dalam rangka membiayai kebutuhan desa dalam
pen.yelenggaraan pembangunan di desa, perlu dialokasikan Dana
Penmbangan Desa Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa p~ngalokasian Dana PerimbanganDesa termaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan PeraturanBupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik.'ndonesia.Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara RepubhkIndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentaNngpembRentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran egara epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4389);
Undang-Undang Nomor 32 ~ahun 2004.tentang PemerintahanDaerah

5. (L b n Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
T emba~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),5:: ~i~ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Unda~g Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan. Kedua Alas

d U dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah
Un a~g- n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
(Lem aran L mbaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4844);
Tambahan e .

U d ng Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
6. Undang- nB~ndung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Kabup~ten, d nesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Republlk no. 4688)·
Negara Republik IndonesiaNomor ,

Mengingat

Menimbang

RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANG
SANDUNG BA AN OESA 01 LlNGKUNGAN KABUPATEN

RAT TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI BANOUNG BARAT,

PERATURAN BUPATI BANDUNG SARAT

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

BARAT



DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2 Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.
3 Bupatiadalah Bupati Bandung Barat .
4 Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung

Barat.
5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
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BABI

KETENTUAN UMUM
PasaJ1

7. Peraturan Pemer;ntah N
Keuangan Daerah (L omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Nomor 140, Tambah:~~:ran Negara Republ;k Indonesia Tahun 2005
4578); mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Peraturan Pemerintah N
Negara Republik Jnd om?r 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Lembaran Negara Repo~~kslalTahu~ 2005 Nomor 158, Tambahan

u Indonesia Nomor 4587)'
9. Peraturan Menter; D I' '

Pedoman Pengelol a am Negerr Nomor 13 Tahun 2006 tentang
dengan Peraturan a~n Ke~angan Daerah, sebagaimana telah diubah
tentang Perubahan P enterr Dalam ~eger; Nomor 59 Tahun 2007
2006 tentang Ped eraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

oman Pengelolaan Keuangan Daorah:
10. Peraturan Menter' D I '

Pedoman U I a am Negeri Nomer 35 Tahun 2007 tentang
Penyele mum Tata. Cara Pelaperan dan Pertanggungjawaban

nggaraan Pemenntah Oesa:,
11. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nemor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Oesa;

12. Peratu~an Daerah Kabupaten Bandung Nemer 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nemer 2 seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nemer 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nemor 7 seri D);

14. Peraturan Daerah Nemer 3 Tahun 2008 tentang Presedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Nomer 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nemor 2);

15. Peraturan Daerah Nemer 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Oaerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2008 Nomer 7);

16. Peraturan Oaerah Nemer 2 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nemer 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA
PERIMBANGAN OESA 01 LINGKUNGAN KABUPATEN BANOUNG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2009.
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berdasarkan asal-usul dan adat . r
p merintahan Negar K IS ladat setempat yan d' .
e a esatuan Republik Indo . 9 lakU!dan dihormati dalam sistem

6. pemerintahan Oesa adalah penyelengga nesra.
dan ba~an permusyawaratan desa ~~~n urusan pemerintahan olen pemerintah desa
~asyara. at seten:'pat berdasarkan asal US~,m menga~ur. dan mengurus kepentingan
dlhormatl dalam slstem pemerintahan N dan adat rstradat setempat yang diakui dan

egara Kesatuan R .7 Pemerintah Oesa adalah kepala d epublrk Indonesia.
. intah d esa dan perangk t dpemen an esa. a esa sebagai unsur penyelenggara

8. Badan Permusyawaratan Oesa I'
kan oerwui , se anJutnya dis' kmerupa an perwuJudan demokrasi dal rng at BPD, adalah lembaga yang

unsur penyelenggara pemerintahan de am penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaisa.
9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yan d'

dibentuk oleh masyarakat sesuai de9 rse~ut dengan nama lain adalah lembaga yang
desa dalam memberdayakan masyara~~~n ebutuhan dan merupakan mitra pemerintah

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah .
suatu rencana keuangan tahunan daerah ,ya.ng selanJutnya disingkat APBO, adalah
tentangAnggaran Pendapatan dan B I . yaongditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

e anJa aerah.
11.Musrenbang Oesa adalah forum antar pelaku di Oesa d I k

pembangunan Desa. a am rang a menyusun rencana

12.Anggaran Pendapatan dan Belania Desa, yang selanjutnya disebut APB Oesa adalah
rencan.akeuangan tahunan pemerrntahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
PemerrntahDesa dan BPO, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13.Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari
Kabupaten.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Oesa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan BPO, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

1S.Alokasi Dana Perimbangan Oesa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah perolehan
bagian keuangan desa dari kabupaten.

16.AlokasiDana Perimbangan Oesa Minimal, yang selanjutnya disebut ADDM, adalah dana
minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama
menurut asas merata.

17.Alokasi Dana Perimbangan Oesa Proposional, yang selanjutnya disebut AOOP, adalah
dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang
ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

18.Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut OAK Oesa, adalah .dana yang
berasal dari APBD yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tUJu~n untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan
prioritas daerah.

19.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang prib~di atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang da?at drpaksakan berdasa.rka~
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diqunakan untuk rnernbiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

20.Retrubusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pemd~;y~~an ~ta~ jasa .ata~
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau r en an 0 e pemerrnta
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

21 R T hunan Oesa, yang selanjutnya disebut Re~cana Kerja
'pencana pembangun(RanKPoa sa) adalah dokumen perencanaan desa penode 1 (satu)
embangunan Oesa e,

tahun.
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Diundangkandi Sandung Sarat
pada tanggal 27 Maret 2009

'~"'~TARIS DAERAH
ANDUNG SARAT,

BAKAR

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009

BANDUNG BARAT,

. t hk ndangan Peraturan ini denganAgar setiap orang mengetahuinya, memenn a an pengu
penempatannyadalam Serita Daerah Kabupaten Sandung Sarat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal3

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal2
(1) Rincian Alokasi Dana .Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009 diberikan kepada 165

(seratus en~m puluh lima) .De~a sebesar Rp 22.379.000.000,00 (dua puluh dua ~ilyar
tiga ratus tUJuh.puluh sem~llan juta rupiah), yang rinciannya tercantum dalam t.arnprran I
yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

(2) Besaran skor untuk variabel independen utama dan variabel independen tambahan,
tercantum dalam Lampiran " yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Perimbangan Oesa kepada desa diatur
oleh Bupati.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2009


